
 

 

MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA KOPI BERKELANJUTAN: 

 Suatu Gagasan1 

 
Oleh Gede Sedana2 

Email: gedesedana@gmail.com 

                                                

1  Materi yang disampaikan pada Seminar tentang Membangun Agribisnis dalam peningkatan Pendapatan 

Pertanian yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra, di Denpasar, 21 Juni 

2019. 
2 Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra Denpasar 

mailto:gedesedana@gmail.com


 

 

I PENDAHULUAN 

  

Sektor pertanian memiliki peranan yang signifikan di dalam perekonomian negara-negara yang 

sednag berkembang. Subsektor perkebunan di Indonesia mampu berkontribusi terhadap devisa negara 
selain memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.  Salah satu komoditas perkebunan yang menjadi 

andalan di Indonesia adalah kopi (Widya, et al, 2019). Produk kopi di Indonesia memiliki cita rasa 

spesifik dan bervariasi sesuai dengan kondisi geografisnya (Supriadi dan Pranowo, 2015; Ayelign et al., 
2013). Beberapa kopi spesialti yang dikenal di Indonesia adalah Kopi Kintamani, Kopi Gayo, Kopi 

Toraja, Kopi Bajawa, Kopi Manggarai dan kopi lainnya (Sedana dan Astawa, 2016). Sesuai dengan 

ketinggian lokasi lahan perkebunan kopi, terdapat dua jenis kopi yang umumnya ditanam oleh para petani 
di Indonesia, yaitu Kopi Robusta dan Kopi Arabika. Secara ekonomis, kopi merupakan komoditas yang 

diperdagangkan secara internasional dimana permintaanya semakin meningkat setiap tahun dengan 

pangsa pasarnya adalah Asia, Eropa maupun Amerika. Indonesia termasuk empat negara terbesar di dunia 

sebagai penghasil kopi (Kustari, 20027; Meiri, et al, 2013).  
Di beberapa negara penghasil kopi, petani produsen mengelola tanaman kopinya untuk berbagai 

fungsi seperti sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan (Kilian et al. 2006). Bagi petani kecil, usahatani 

kopi menjadi sumber pokok penerimaan bagi keluarganya (Mutandwa et al. 2009). Pengelolaan usahatani 
kopi di lahan yang relatif sempit memerlukan manajemen usahatani yang baik untuk memperoleh nilai 

tambah dan meningkatkan pendapatan para petani. Pengelolaan usahatani kopi di tingkat petani sebagian 

besar belum berorientasi secara komersial selain teknologi budidaya yang dilakukan masih relatif rendah 
sehingga rata-rata produksinya masih rendah (Gisaro, et al, 2013). Beberapa hasil studi menunjukkan 

bahwa rendahnya produktivitas kopi disebabkan oleh kurang optimalnya kemitraan usaha yang dilakukan 

antara para petani dengan perusahaan kopi yang berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional, 

sehingga rantai pasok pasar tidak berjalan secara berimbang (Bellemare and Barrett 2006; Key, Sadoulet, 
and Janvry 2000; Fafchamps and Hill 2005).  

Selain itu, rendahnya produktivitas kopi dan kualitas buah dan biji kopi yang dihasilkan oleh 

petani disebabkan karena  terbatasnya penerapan teknologi budidaya kopi di tingkat petani, keterbatasan 
teknologi pengolahan, rendahnya keterampilan teknis dalam penyimpanan kopi (Gathura, 2013; 

Megerssa, 2012). Sementara itu, para petani kopi di beberapa Negara berkembang juga sering mengalami 

permasalahan dalam pengelolaan usahatani kopi, seperti serangan serangga hama dan penyakit, 

rendahnya harga kopi di tingkat petani, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk 
pengendalian hama dan penyakit tanaman , serta kurangnya tenaga yang terampil (Minh et al., 2016; 

Palmiro and Rossi, 2016; Acharya and Shiva 2014; Poudel, et al, 2009).  

Selain itu, dukungan dari berbagai stakeholder yang juga sebagai aktor pasar belum memiliki 
keterkaitan yang saling menguntungkan. Masing-masing pihak atau aktor pasar melakukan aktivitas 

pasarnya tanpa didasari oleh adanya hubungan kemitraan yang saling berbagi peran untuk memperoleh 

keuntungan yang proporsional. Di negara-negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia, 
ditemukan adanya kelemahan petani dalam proses pemasaran produk-produknya seperti kopi. Para petani 

memiliki posisi tawar yang lemah atau weak bargaining position terhadap pelaku pasar lainnya (Courtois 

and Subervie, 2014). Mereka sulit untuk dapat menentukan harga produknya sehingga  “pasrah” 

menerima harga yang ditentukan oleh para pedagang pengumpul, pedagang besar termasuk ekportir. 
Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya situasi seperti ini, di antaranya adalah lokasi 

produksi yang sulit dijangkau, keterbatasan informasi pasar, kualitas produk yang dihasilkan belum 

maksimal, kebutuhan tunai di tingkat keluarga petani, dan lain sebagainya. Diperlukan adanya intervensi 
pemerintah untuk memfasilitasi peran serta para petani kecil dan kelompok petani, dan juga pelaku bisnis 

lainnya dalam rantai pasar kopi, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi 

(Arifin, 2013; Webber dan Labaste, 2010). Untuk mempertahankan bisnis, produsen kopi harus memiliki 
kapasitas dan kemampuan yang baik untuk memproduksi dan memproses produk mereka dengan nilai 

tambah dan harga tinggi di pasar. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk membangun kemitraan 



usaha yang mempertautkan aktor-aktor pasar dalam pengembangan kopi guna menjamin peningkatan 

pendapatan petani. Artikel ini bertujuan untuk untuk memberikan gambaran konsep membangun 
kemitraan usaha kopi yang berkelanjutan. 

 

II Konsep Membangun Kemitraan Usaha Kopi di Bali 

Secara konsep, sistem agribisnis dapat dimaknai sebagai suatu keseluruhan aktivitas  yang 
diawali dari pengadaan, penyediaan dan distribusi sarana produksi, alat dan mesin pertanian sampai pada 

pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh kegitan usahatani dan agroindustri yang memiliki 

keterkaitan di antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu,  agribisnis dapat juga diartikan sebagai 
suatu konsep yang utuh dan menyeluruh mulai dari persiapan produksi, proses produksi, pengolahan 

produk, pemasaran produk dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Oleh karena 

itu, agribisnis merupakan keseluruhan kegiatan bisnis di bidang pertanian (dalam arti luas) yang mana 
setiap kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Kegiatan-

kegiatan tersebut berada dalam beberapa subsistem, yaitu: (i) sub-sistem pengadaan dan distribusi sarana 

produksi, alat dan mesin pertanian; (ii) sub-sistem usahatani atau on-farm; (iii) sub-sistem pengolahan 

dan penyimpanan produk (agroindustri); (iv) sub-sistem pemasaran; dan (v) sub-sistem penunjang. Sub-
sistem penunjang ini mencakup berbagai sektor yang mendukung terselenggaranya kegiatan bisnis 

pertanian, seperti, lembaga keuangan (bank), prasarana dan sarana serta jasa transportasi, penyuluhan dan 

pelatihan pertanian, layanan informasi (teknologi, keuangan/kredit, pasar), kegiatan penelitian, serta 
kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan aktivitas bisnis pertanian. Sistem agribisnis yang 

dimaksudkan secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1. 

Secara umum, Arifin (2005) menyebutkan bahwa tujuan agribisnis yang diterapkan di Indonesia 

adalah untuk mendorong dan mempercepat aktivitas di sektor pertanian; mewujudkan struktur ekonomi 

yang kuat, efisien dan dinamis; menciptakan value added produk; membuka kesempatan dan lapangan 

berusaha; dan meningkatkan devisa negara,  serta  memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. 
Simatupang (2002) secara tegas menyebutkan bahwa “farming is a business”. Implementasi agribisnis di 

Indonesia sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis off-farm seperti sub-sistem pemasaran input dan 

output baik di level dalam negeri maupun luar negeri, dinamika nilai tukar rupiah, kebijakan fiskal dan 
moneter di dalam negeri, dan berbagai kebijakan mikro lainnya. Oleh karena itu, pengembangan 

agribisnis memerlukan adanya perencanaan yang terpadu, berkesinambungan yang disertai oleh adanya 

kebijakan pembiayaan agribisnis untuk memperkokoh posisi sektor pertanian dalam pembangunan 
ekonomi nasional (Ashari, 2009 ).  
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Konsep agribisnis di atas, perlu diterjemahkan secara riil oleh berbagai aktor pasar yang berada 

rantai pasok kopi, yaitu dari hulu (level produsen) sampai dengan ke hilir (konsumen). Mengingat biji 

kopi merupakan komoditas ekspor atau komoditas perdagangan internasional, maka keberadaan eksporter 
kopi menjadi salah satu aktor pasar yang sangat penting, sehingga keterkaitannya dengan produsen yaitu 

kelompok petani di dalam kemitraan usaha harus dijamin secara baik (Fafchamps, and Minten. 2012). 

Pengalaman bisnis kopi yang telah berjalan dengan bagus menunjukkan bahwa hubungan mutualisme 
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antara kelompok petani dan koperasi petani di Flores dengan eksporter kopi memberikan keuntungan 

ekonomis secara proporsional di antara mereka (Sedana dan Astawa, 2016). Insentif ekonomis ini 
merupakan keuntungan yang diperoleh oleh setiap actor pasar yang memberikan jaminan keberlanjutan 

kemitraan usaha kopi yang dilakukan (Teece, 2010).  

Kemitraan usaha kopi yang dibangun di antara aktor pasar tersebut harus didahului dengan 

penyusunan model bisnis kopi (……….). Melalui model bisnis yang direncanakan para aktor pasar telah 
mengetahui peran, tugas dan fungsinya masing-masing di dalam rantai pasok pasarnya, termasuk dengan 

manfaat baik secara ekonomis maupun non-ekonomis yang diterimanya (……………). Model bisnis 

yang telah dirumuskan merupakan kesepakatan di seluruh aktor pasar yang harus dijadikan pedoman di 
dalam menjalankan kemitraan usaha kopi. Dengan demikian, dalam kemitraan usaha kopi yang 

didasarkan pada model bisnis tersebut akan memberikan nilai tambah (value added)  di masing-masing 

aktor pasar (Casadesus-Masanell dan Ricart, 2010).  
 Adapun aktor pasar yang terlibat di dalam kemitraan usaha kopi adalah petani (kemlompok 

petani atau koperasi petani kopi), eksporter, lembaga keuangan (bank), pemerintah, perguruan tinggi atau 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti digambarkan pada Gambar 2.  

 
Gambar 2 

Aktor pasar dalam model bisnis kopi 
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Memperhatikan model bisnis seperti pada Gambar 2, pihak kelompok/koperasi petani memiliki 

hubungan yang saling bergantung. Kelompok/koperasi petani menyediakan produk kopi yang berkualitas 

sesuai dengan permintaan eksporter, sementara eksporter memberikan nilai rupiah atas produk kopinya, 

dan juga memberikan asistensi teknik kepada kelompok/koperasi petani. Eksporter tidak akan 
mendapatkan kopi yang berkualitas jika para petani tidak diberikan asistensi teknis khususnya yang 

berkenaan dengan produk kopi berkualitas. Demikian pula sebaliknya, para petani akan sulit untuk 

mendapat harga yang layak jika tidak memiliki kemitraan yang menguntungkan dengan eksporter. Di 
antara eksporter dengan kelompok/koperasi petani harus membuat perencanaan produksi, produk yanga 

kan ditransaksikan selama musim panen dengan tingkat harga yang sudah disepakati. Kesepakatan ini 

dapat difasilitasi oleh pemerintah dan juga perguruan tinggi atau LSM. . Oleh karena itu, 
kelompok/koperasi petani diharapkan dapat memiliki bargaining power yang semakin tinggi terhadap 

produk kopi yang dihasilkan (Sorrentino, et al., 2017). Fasilitasi yang diberikan diarahkan untuk 

memberikan kesempatan pihak yang bermitra untuk saling mengadakan negosiasi (Alejandra, et al., 

2012). 



Hubungan mutualisme antara kelompok/koperasi petani dengan pihak lembaga keuangan adalah 

melalui kredit. Kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan,  Bank Pembangunan Daerah Bali, kepada 
kelompok/koperasi petani akan dimanfaatkan untuk tambahan modal usaha di dalam memproduksi kopi 

yang dibutuhkan oleh eksporter. Pihak kelompok/koperasi petani memberikan imbalan jasa dalam bentuk 

bunga uang kepada pihak lembaga keuangan 

Peran dan fungsi masing-masing aktor di dalam kemitraan usaha tersebut dapat diharapkan 
dijalankan sehingga tidak ada disfungsi dalam pelaksanaannya. Peran yang dapat dilakukan oleh produsen 

(kelompok petani atau koperasi petani) sedikitnya adalah: (i)  menerapkan teknologi budidaya tanaman 

kopi secara baik atau good agricultural practices (GAP) di masing-masing lahannya; (ii) memastikan 
tanaman kopi dikelola secara organic; (iii) melakukan pemanenan sesuai dengan warna buah kopi; (iv) 

melakukan pengolahan kopi sesuai dengan prosedur operasional yang standar sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh eksporter; (iv) melakukan penyimpanan biji kopi yang baik; dan (v) menyediakan kopi 
yang berkualitas sesuai dengan permintaan eksporter.   

Sementara itu, eksporter kopi minimal memiliki tugas dan peran seperti: (i) memberikan prosedur 

operasional yang standar kepada kelompok/koperasi petani mengenai teknologi budidaya tanaman kopi, 

pengolahan kopi; (ii) memberikan asistensi teknis kepada kelompok/koperasi petani; (iii) melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan kopi di tingkat kelompok/koperasi petani; (iv) membantu peralatan 

teknis yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan; (v) menyediakan prasarana transportasi 

pengangkutan. Pihak eksporter melakukan bimbingan teknis secara periodik ke tingkat petani melalui 
kelompok/koperasi petani di dalam upaya untuk memastikan teknis budidaya tanaman kopi, panen, 

pengolahan kopi yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akn 

dapat dipenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yaitu kelompok/koperasi petani menghasilkan 
kopi yang berkualitas, yaitu kopi spesialti yang menjadi permintaan dari eksporter. Kesesuaian antara 

permintaan dan penawaran ini memberikan tingkat harga yang layak di tingkat petani, sehingga 

pendapatan dan kesejahteraan para petani semakin tinggi. Sebagai efek dari peningkatan pendapatan 

petani adalah terdorongnya perekonomian di perdesaan melalui penguatan kelompok-kelompok atau 
koperasi petani (Astawa dan Sedana, 2017). 

Pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki peran sebagai regulator dan 

fasilitator yang berkenaan dengan pengelolaan kopi secara inklusif. Peraturan-peraturan atau kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berupa kemudahan untuk mengakses kredit dari lembaga 

keuangan, khususnya bank yang dimiliki seperti Bank Pembangunan Daerah,  kebijakan subsidi sarana 

produksi dan Alsintan, kebijakan perbaikan prasarana dan sarana transportasi. Selain itu, pemerintah juga 

memberikan fasilitasi di dalam penentuan harga biji kopi yang akan ditetapkan di antara 
kelompok/koperasi petani dengan eksporter. Pihak eksporter juga perlu disediakan kebijakan yang 

membangun iklim kondusif bagi usahanya di daerah. 

Lembaga keuangan yang merupakan bagian dari model bisnis dalam kemitraan usaha kopi dapat 
memiliki peran, di antaranya adalah: (i) menyediakan kredit bagi kelompok/koperasi petani; (ii) 

memberikan asistensi teknis tentang administrasi keuangan, manajemen, rencana bisnis kepada 

kelompok/koperasi petani; (iii) menyediakan kredit kepada eksporter; dan (iv) menjadi penjamin 
kelompok petani/koperasi petani di dalam kontrak pembelian biji kopi antara kelompok/koperasi petani 

dengan eksporter.  

Sedangkan perguruan tinggi/LSM memiliki peranan dan tugas dalam memfasilitasi kegiatan yang 

berkenaan dengan model bisnis. Fasilitasi yang paling sederhana adalah mempertemukan antara para 
aktor untuk menjalankan kemitraan usahanya. Selain itu, peran yang dapat dilakukan adalah memberikan 

pelatihan-pelatihan teknis budidaya tanaman kopi, keterampilan manajemen dan administrasi kepada 

kelompok/koperasi petani guna meningkatkan kapasitas pengurusnya.   
Memperhatikan peran dan fungsi masing-masing aktor pasar, kemitraan usaha kopi 

membutuhkan adanya komitmen yang kuat dan orientasi komersial dari petani dan kelompok 

petani/koperasi petani kopi dalam mengelola usahatani kopinya. Komitmen ini memberikan jaminan 
terbentuk iklim kondusif di dalam implementasi model bisnis yang sudah ditetapkan. Kemitraan usaha 



yang dibangun khususnya di antara kelompok/koperasi petani dengan eksporter didasarkan pada konsep 

bisnis bukan karena charity.  
Di tingkat petani, penyuluhan dan pelatihan mengenai aspek teknis (budidaya tanaman kopi), 

teknis panen dan pasca-panen juga diperlukan baik oleh penyuluh pertanian dari pemerintah dna juga dari 

pihak eksporter termasuk perguruan tinggi (melalui kajian-kajian teoritis dan praktis). Beberapa teknik 

budidaya dan pascapanen yang dibutuhkan adalah dimulai dari nursery/pembibitan, pemeliharan tanaman 
(pemupukan, pemangkasan, sanitasi), teknik sambung (sambung samping, sambung pucuk), pengendalian 

hama dna penyakit secara terpadu, pembuatan pupuk organik. Sedangkan teknologi pascapanen 

berkenaan Good Post-harvest Practices (GPP), dan Good Manufacturing Practices (GMP). Penyuluhan 
dan pelatihan di lakukan langsung di sentra-sentra pengolahan kopi, seperti lokasi Unit Pengolahn Hasil 

yang biasanya dibangun di kawasan yang mudah dijangkau oleh para petani kopi.  Pada setiap unit 

pengolahan, diperlukan juga tambahan-tambahan informasi berupa poster-poster tentang GAP, GPP dan 
GMP. Sebagai bentuk kemitraan, eksporter dapat menyediakan fasilitas/peralatan yang standar seperti 

pulper yang digunakan untuk mengupas kulit merah buah kopi sebelum diolah lebih lanjut. Prasarana dan 

sarana pengolahan kopi sangat dibutuhkan untuk perbaikan kualitas kopi (Hariance, et al, 2016). 

Sementara itu, gudang sederhana, alat jemur bisa disediakan oleh kelompok/koperasi petani. Bahkan, 
pihak pemerintah melalui kebijakannya dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana lainnya yang 

snagat dibutuhkan di dalam unit pengolahan hasil tersebut.  

Hasil penelitian yang dilakukan di dua sentra kopi yaitu Kecamatan Pupuan dan Kecamatan 
Kintamani, diperoleh informasi bahwa eksporter yang memiliki kegiatan perkopian adalah Di Provinsi 

Bali adalah PT. Indokom Citra Persada yang berkantor pusat di Sidoarjo (Jawa Timur). Selain itu juga ada 

eksporter PT. Taman Delta yang kantor pusatnya di Semarang, Jawa Tengah. Kedua eksporter ini juga 
menjalin kerjasama dengan pedagang besar lokal yang ada di bali juga untuk memasarkan produk kopi 

baik yang berupa kopi olah basah maupun olah kering.  
 

III PENUTUP 
Para petani di Indonesia mengusahakan kopi Robusta dan Arabika pada lahan yang relative 

sempit. Saat ini, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar antara supply dengan demand kopi 

di pasar internasional. Peningkatan kesejahteraan petani kopi dilakukan melalui kemitraan usaha yang 
berbasis model bisnis. Pengembangan kemitraan ini mencakup aktor pasar yang terlibat di dalam rantai 

pasok kopi. Produktivitas dan kualitas kopi di tingkat petani masih relatif rendah karena penerapan 

teknologi budidaya kopi, pengolahan kopi yang terbatas Selain itu, harga pasar kopi juga masih relatif 

rendah sehingga pendapatan petani menjadi rendah. Kesenjangan tersebut juga disebabkan tidak 
berjalannya kemitraan bisnis dalam rantai pasar kopi.  

Oleh karena itu, perlu dibangun kemitraan usaha kopi menjadi salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani kopi yang didasarkan pada model bisnis yang 
mencakup aktor pasar. Aktor pasar yang dilibatkan dalam model bisnis untuk pengembangan bisnis 

inklusif kopi di Bali adalah kelompok petani/koperasi petani kopi, pengusaha kopi/eksporter kopi, 

perguruan tinggi/LSM, lembaga keuangan, pemerintah. Tujuan kemitraan usaha kopi ini  adalah untuk 
meningkatkan pendapatan petani kopi selaku produsen. Seluruh aktor pasar harus memiliki keterkaitan 

yang harmonis dalam memainkan peranannya berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan atau 

mutualisme bisnis. Ini berarti bahwa  pengembangan kemitraan usaha kopi akan memberikan nilai tambah 

dan pendapatan bagi para petani kopi sebagai anggota koperasi petani. 
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